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KEPUTUSAN CAMAT LEUWIL JANG
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TENTANG

PEMBERIAN 1ZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIK AN ANAK USIA DINI (PALD)
NON FORMAL KEPADA YAYASAN BIN THOHIR ALFALAKI UNTUK PENYELENGGARAAN

Menimbang

Mengingat

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOKEMA
DI DESA PURASARI KECAMATAN LEUWILIANG

CAMAT LEUWILIANG,

bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Kokema, dibawah Yayasan Bin Thohir Alfalaki, Sdr. TB
Rahmatullah bertindak selaku Ketua Yayasan Bin Thohir Alfalaki yang
beralamat di Kp.Baru RT 001 RW 008 Desa Purasari Kecamatan
Leuwiliang kepada Camat Leuwiliang;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi,
permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan
Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Camat, disebutkan bahwa kewenangan
penandatanganan  dokumen  administrasi  pelayanan perizinan
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
didelegasikan kepada Camat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan Camat Leuwiliang
tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD)
Non Formal Kepada Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kokema
di Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ﬁg?)'
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Und ang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

11.

12.

Memberikan Izin Penyelengg
Formal kepada Pos Pendidik

Peraturan Pemerint:

S ull Em I I:I?lfl.l'lnhlll _N".m"r I'7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
tenyclenggaraan Pendidikan (Lembaran N i ‘
Cahun 2010 Nomor 23, 1 «mbaran Negara Republik Indonesia
st e GIUSh.- .ﬂﬂ!hilllﬂll Lembaran Negara Republik
Bariicitiish Nnnmr_ = ll ;::bdglllll‘l&lna telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17-1 un 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Penyelociggirain Pc[d'd'krlllhlm 2010 tentang Pengglulaan dan
Tahun 20]0*;\]0[“0: I] IIzdn_l‘(l,c[:}nhamn Negara Republik Indonesia
Indoissis Nomias ST . Tambahan Lembaran Negara Republik
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
gl,crnharall Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73.
l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,

Peraturan Mc_n!cri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 56);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor |1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian

Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan
Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2017 Nomor 7).

Surat Kepala Desa Purasari Nomor 503/ekbang/003/11/2023, tanggal

16 Februari 2023 tentang Surat Keterangan Domisili;

Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD,
Koordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan Leuwiliang;

Surat Permohonan lzin Operasional dari Ketua Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurussa’adah kepada Camat
Leuwiliang, berdasarkan surat Nomor 001/PAUD KOKEMA/11/2023,

tanggal 06 Februari 2023, perihal Permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN :

araan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non
an Anak Usia Dini (PAUD) Kokema di Desa

Purasari Kecamatan Leuwiliang.

Apabila pemegang
atau tidak memenu
ini maka Izin Penyelenggaraan
Formal ini dapat dicabut dan kepa
sesuai dengan ketentuan peraturan peru

izin memberikan/melampirkan data yang tidak benar dan
hi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan
pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non
da pemegang izin akan diambil tindakan
ndang-undangan yang berlaku.



ETIGA

KEEMPAT

[zin se e I

o mgﬁ—gffi:ﬁ{” (ll(nn:_lksud dalam diktum KESATU berlaku selama Pemilik

ke Scmf ‘cnu‘:" keiatan layanan PAUD dan dapat dilakukan pencabutan

kegsataii 1 p ) upan bila Pemilik Izin sudah tidak lagi menyelenggarakan
giatan layanan PAUD dan atau tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Leuwiliang
: : 29 Maret 2023
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